
KEWENANGAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  

BIDANG PENATAAN RUANG 

 

KEWENANGAN WAJIB STANDAR 

PELAYANAN MINIMAL 

DASAR HUKUM 

A. PENYUSUNAN 

RENCANA TATA 

RUANG WILAYAH 

KABUPATEN/ KOTA 

 

1.1 Menyusun Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten/ Kota 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Sosialisasi Rencana 

Tata Ruang kabupaten/ 
Kota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. PEMANFAATAN 

RUANG 

 
1. Menyusun program dan 

anggaran 
pembangunan sesuai 
dengan Rencana Tata 
ruang Wilayah 
Kabupaten/ Kota yang 
sudah di-Perda-kan 

 

 

 

 

 

 

1.2 Pelibatan 
masyarakat 
minimal 2 (dua) 
kali pada tahap 
penentuan 
kebijakan dan 
penentuan pola 
dan struktur 
pemanfaatan 
ruang. 

 
2.1 Setiap kecamatan 

memiliki papan 
informasi tata 
ruang wilayah 
berupa peta, 
papan 
pengumuman 

 

2.2 Penyediaan akses 
yang mudah untuk 
mendapatkan  
dokumen RTRW 

 
 

 

 

 

1.1 Pelibatan 
masyarakat 
dalam 
penyusunan 
program dan 
anggaran 
dengan Bapeda/ 
Tim Penyusun 

 

 

 

 

 

1. UUPR No. 

24/1992 

2. PP 69/1996 
3. Kepmen 

Kimpraswil No. 
327/KPTS/M/2
002 

 
 
 
 
1. UUPR No. 

24/1992 
2. PP 69/1996 
3. PP 25/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. UUPR No. 

24/1992 
2. PP 69/1996 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
2. Sosialisasi NSPM 

bidang Penataan 
Ruang  Kabupaten/ 
Kota 

 
 
 
 
 
 
 
C. PENGENDALIAN 

PEMANFAATAN 

RUANG 

 

1. Menyusun laporan hasil 
pemantauan dan 
evaluasi pemanfaatan 
ruang kabupaten/ Kota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Melakukan penertiban 

dan pengenaan sanksi-
sanksi  bagi pelanggar 
pemanfaatan ruang 

 
 
 

Anggaran yang 
diberi 
kewenangan 
untuk itu  

 
2.1 Penyediaan 

akses setiap 
saat untuk 
mendapatkan 
informasi bidang 
Penataan Ruang 
(pemanfaatan 
ruang) 

 
 
 
 
 
 
 
1.1 Penyebaran 

informasi hasil 
pemantauan  
evaluasi kepada 
masyarakat 
minimal 2 kali 
dalam 1 tahun 

 

1.2 Pemberian 
pelayanan 
kepada 
masyarakat atas 
pengaduan yang 
berkaitan 
dengan 
pemanfaatan 
ruang 

 

 

2.1 Di setiap 
kecamatan 
tersedia 
wadah/unit  kerja 
yang dapat 
menampung 
pengaduan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. UUPR No. 

24/1992 
2. PP 69/1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. UUPR No. 

24/1992 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pemerintah 

Kabupaten/Kota wajib 
secara terus menerus 
meningkatkan 
kepedulian masyarakat 
dalam penataan ruang 

 

masyarakat atas 
pelanggaran 
pemanfaatan 
ruang 

 
 

2.2 Pemberian 
sanksi atas 
pelanggaran tata 
ruang 

 

 

3.1 Penyediaan 
kotak saran dan 
melakukan 
komunikasi 
timbal balik 
dengan 
masyarakat 
melalui media 
yang tersedia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. UUPR No. 

24/1992 

 


